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BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daeran Nomor
01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati
Il Way Kanan, Kabupaten Dati Il Lampung Timur dan Kotamadya
Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
2000 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun
2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003 Nomor
16);



Memperhatikan

Menetapkan

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun
2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2006 Nomor 01).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21
September 2005 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 11.359.000.000,00
b. Dana Perimbangan Rp.  550.851.293.016,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp. 4.990.000.000,00
Rp. 567.200.293.016,00
2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 105.963.182.150,00

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 34.416.201.715,00

c. Belanja Modal

Rp. 11.884.239.600,00
Rp.  152.263.623.465,00

PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 196.750.381.102,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 94.136.112.294,00

c. Belanja Modal

Rp. 110.016.442.000,00

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Rp. 45.356.420.740,00
Keuangan
e. Belanja Tidak Tersangka Rp. 1.000.000.000,00
Rp.  447.259.356.136,00
Defisit Rp. 32.322.686.585,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Daerah Rp. 35.822.686.585,00
b. Pengeluaran Daerah Rp. 3.500.000.000,00
Rp. 32.322.686.585,00
Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Peraturan ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 26 Janvact 2006

BU&\jéQM NG TIMUR,

SATONO

Damdangkan di : Sukadara
pada tanggal 126 Janvari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

R

| WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006, NOMOR : 08



